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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem
Perlindungan Anak (SPA) di Kabupaten Sragen dalam konteks pemenuhan hak
anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Meskipun Kabupaten Sragen telah
memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama dan
menerima intervensi program Safe and Friendly Environment for Children
(SAFE4C), masih ditemukan berbagai tantangan dalam penguatan sistem
perlindungan anak yang utuh, terintegrasi, dan berkelanjutan. penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dilaksanakan
melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan Focus Group
Discussion (FGD) dengan perwakilan pemerintah daerah, lembaga layanan,
masyarakat, dan anak. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan kerangka
Child Protection System Strengthening (CPSS) UNICEF dan Self-Determination
Theory (SDT) untuk menilai norma, struktur, dan proses dalam implementasi SPA,
khususnya pada sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sragen telah memiliki sejumlah
kebijakan, lembaga, dan mekanisme layanan perlindungan anak, sistem tersebut
masih bersifat parsial dan belum terformulasi sebagai kerangka SPA yang
komprehensif. Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal, partisipasi anak
dan masyarakat cenderung prosedural, serta pendekatan penanganan kasus masih
dominan bersifat reaktif dibandingkan preventif. Dalam perspektif SDT, kondisi
ini mencerminkan lemahnya otonomi sistem keterbatasan kompetensi Sumber
daya manusia yang menjadi aktor dalam Sistem Perlindungan Anak ( SPA ), serta
rendahnya keterhubungan antar aktor perlindungan anak. penelitian ini
menegaskan bahwa pencapaian predikat KLA tidak secara otomatis menjamin
efektivitas sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata
kelola, peningkatan kapasitas aktor, serta desain kebijakan yang berbasis hak,
partisipatif, dan kontekstual sebagai prasyarat utama keberlanjutan SPA di tingkat
daerah.

Kata kunci: Sistem Perlindungan Anak; Hak Anak; Kekerasan terhadap Anak;
Kabupaten Layak Anak; Penguatan Sistem; Self Determination Theory
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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Child Protection
System (CPS) in Sragen Regency within the context of fulfilling children’s rights
and preventing violence against children. Although Sragen Regency has achieved
the status of a Child-Friendly Regency (Kota/Kabupaten Layak Anak) at the
highest category and has received programmatic support through the Safe and
Friendly Environment for Children (SAFE4C) initiative, significant challenges
remain in strengthening a child protection system that is holistic, integrated, and
sustainable. This research adopts a qualitative approach with a case study design,
employing participatory observation, semi-structured interviews, and Focus
Group Discussions (FGDs) involving representatives from local government
institutions, service providers, community members, and children. The analysis
integrates UNICEF’s Child Protection System Strengthening (CPSS) framework
and Self-Determination Theory (SDT) to examine norms, structures, and
processes in the implementation of the CPS, particularly within the child and
family welfare sub-system. The findings indicate that while Sragen Regency has
established various policies, institutions, and child protection service mechanisms,
these components remain fragmented and have not yet been consolidated into a
comprehensive child protection system framework. Cross-sectoral coordination is
not fully effective, children’s and community participation tends to be procedural,
and case management approaches remain predominantly reactive rather than
preventive. From an SDT perspective, these conditions reflect limited system
autonomy, insufficient competencies among human resources involved in the child
protection system, and weak connectedness among child protection actors. This
study underscores that achieving Child-Friendly Regency status does not
automatically ensure the effectiveness of a child protection system. Therefore,
strengthening governance arrangements, enhancing actor capacity, and designing
rights-based, participatory, and context-sensitive policies are essential
prerequisites for the sustainability of child protection systems at the local level.

Keywords: Child Protection System; Child Rights; Violence Against
Children; Child-Friendly Regency; System Strengthening; Self-Determination
Theory
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan aman dan ramah anak masih menjadi tugas yang harus

dipenuhi dalam perlindungan anak dan pembangunan,1 sementara itu kasus

kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Sragen

masih mengalami tren peningkatan.2 Anak-anak sebagai generasi penerus

membutuhkan kesejahteraan, perbaikan kualitas hidup, penanganan yang baik,

serta pendidikan yang proporsional sehingga dapat berkontribusi pada

pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.3

Pengembangan program perlindungan anak dilansir dari beberapa studi memang

teridentifikasi sudah terlaksana namun masih mengalami beberapa kesulitan

ketika diterapkan pada negara berkembang. Penyebab kesulitannya adalah

kurangnya pemerataan paradigma dan visi dari lingkungan tempat anak tinggal

sebab program perlindungan yang hanya bersifat top down sehingga tidak sampai

pada kesadaran individu dan kolektif.4 Berdasarkan permasalahan tersebut, studi

ini akan berfokus pada eksplorasi sistem perlindungan anak di Indonesia

1 Israa A. El Husseiny, Amira Gamal El-Din, and Khaled Zakaria Amin, “Effectiveness
of the Child-at-Risk Protection System in Egypt: A Fiscal and Institutional Perspective,” Review of
Economics and Political Science 6, no. 3 (2021): 182–205, https://doi.org/10.1108/REPS-02-2020-
0023.

2 BPS Kabupaten Sragen, “Kabupaten Sragen Dalam Angka 2024,” 2024,
https://sragenkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/e01f958a1e2e72be248d229c/kabupaten-
sragen-dalam-angka-2024.html.

3 Laurensius Arliman, “Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia,”
Ensiklopedia of Journal 6, no. 2 (2024): 76–82.

4 Muklas Adi Putra, “Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di
Indonesia,” Journal Negara Dan Keadilan 11, no. 2 (2022): 226–38,
http://p2k.unkris.ac.id/id1/3065-2962/Kejahatan-Seksual-Terhadap-Anak-Di-
Indonesia_101256_p2k-unkris.html.
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khususnya di Kabupaten Sragen yang mana memiliki sejumlah kerentanan pada

anak.

Dewasa ini pada prinsipnya secara fundamental, membangun lingkungan

aman dan ramah anak dibutuhkan supaya anak-anak tumbuh dalam kondisi yang

lebih baik.5 Beberapa aspek yang perlu tersedia untuk mendukung lingkungan

yang demikian mencakup akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan

kesehatan yang memadai. Ketika anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang

aman dan ramah, mereka akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk

berkembang dengan baik serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan

eksploitasi.6

Narasi membangun lingkungan aman dan ramah anak juga telah menjadi

perhatian dunia internasional sebagaimana yang tercantum pada program

Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengafirmasikan bahwa

perkembangan dan perlindungan anak merupakan inti dari proses pembangunan.7

SDGs menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari anak-

anak. Hak-hak anak yang relevan dengan SDGs utamanya adalah pencegahan

kekerasan terhadap anak, jaminan kesehatan universal dan perlindungan sosial.8

Pasalnya untuk dapat melaksanakan perannya secara maksimal, anak-anak perlu

5 Emma Crewe, “Protecting Children in Different Contexts: Exploring the Value of
Rights and Research,” Journal of Children’s Services 5, no. 1 (2010): 43–55,
https://doi.org/10.5042/jcs.2010.0116.

6 Aditya Aulia Al-Azizi and Sudibya Sudibya, “Implementasi Program Kampung Ramah
Anak Sebagai Sarana Penyampaian Aspirasi Anak Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan,”
SEMANGGI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 01 (2023): 25–32,
https://doi.org/10.38156/sjpm.v2i01.167.

7 El Husseiny, Gamal El-Din, and Amin, “Effectiveness of the Child-at-Risk Protection
System in Egypt: A Fiscal and Institutional Perspective.”

8 Ansori, “Teori Perlindungan Terhadap Anak,” Paper Knowledge . Toward a Media
History of Documents 3, no. April (2015): 49–58.
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memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

secara optimal, baik dari segi fisik, segi mental maupun segi spiritual.9

Ketika negara-negara berupaya mencapai SDGs khususnya perlindungan

anak, mereka secara langsung berkontribusi pada peningkatan indeks

pembangunan manusia (IPM). Peningkatan IPM memiliki parameter

kesejahteraan manusia secara keseluruhan dengan memperhatikan kesehatan,

pendidikan, dan pendapatan. Semakin tinggi kualitas IPM, maka semakin

mencerminkan keseriusan negara tersebut dalam mengurangi ketidaksetaraan dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.10

Sayangnya meskipun perlindungan anak telah termanifestasi pada program

pemerintah khususnya di Indonesia, namun realitanya program ini masih

mengalami sejumlah tantangan. Anak-anak masih mengalami risiko kekerasan

serta berbagai bentuk sikap yang merugikan lainnya, termasuk di antaranya

pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi.11 Selain itu, penganiayaan terhadap anak-

anak diperkirakan akan semakin parah mengingat tren global yang berkembang.

Urbanisasi dan migrasi orang dewasa dan anak-anak berpotensi meningkatkan

kerentanan dan paparan anak-anak terhadap risiko kekerasan dan eksploitasi.12

Risiko semacam itu tidak hanya berdampak buruk pada kelangsungan hidup dan

9 Ulfia Hasanah et al., “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perlindungan
Anak Dari Aspek Pendidikan, Hukum, Dan Kesehatan Di Desa Tambun Kecamatan Bandar
Petalangan,” Unri Conference Series: Community Engagement 2 (2020): 359–65,
https://doi.org/10.31258/unricsce.2.359-365.

10 Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” Jurnal Studi Pemuda 3,
no. 1 (2015): 1–16.

11 Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,”
Sosio Informa 1, no. 1 (2015): 13–28, https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87.

12 Muhammad Ridwan Lubis, “Criminal Against Children Against,” USM Law Review 4,
no. 1 (2021): 226–41.
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perkembangan anak, tetapi juga menghambat kemampuan negara untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Di samping fenomena urbanisasi dan migrasi tersebut, menyediakan

lingkungan ramah anak juga terkendala sebab program masih bersifat top down

sehingga cenderung tidak menyentuh akar permasalahan.13 Dampaknya, program

tersebut belum terinternalisasi secara kolektif maupun individu yang hidup pada

suatu daerah di Indonesia. Tantangan pendekatan program yang top down ini

ditengarai sebab belum terintegrasinya analisis penyebab dan dampak

permasalahan kasus pada anak, serta belum optimalnya sinergi antara kebijakan,

program, dan kerjasama antar sektor dalam penanganannya.14 Maka berdasarkan

penalaran terhadap kondisi di atas, studi ini urgen untuk mengeksplorasi sistem

perlindungan anak di Indonesia.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI

PPA) menyebutkan bahwa terdapat 1.327 anak di Jawa Tengah mengalami

kekerasan pada tahun 2023 dan 1.295 anak per November 2024. Berdasarkan

jenis kekerasannya, kekerasan seksual menempati persentase tertinggi yakni 47%.

Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga mengalami tren

peningkatan di tahun 2023, yaitu sebanyak 596 kasus dibandingkan tahun 2022

sebanyak 589 kasus. Adapun jenis kasus yang mendominasi adalah kasus

penganiayaan berat (26,3%), pencurian (25,45) dan kasus seksual (19,2%)

(sumber data: Kompilasi Data Balai Pemasyarakatan se-Jawa Tengah). Sementara

13 El Husseiny, Gamal El-Din, and Amin, “Effectiveness of the Child-at-Risk Protection
System in Egypt: A Fiscal and Institutional Perspective.”

14 Woro Srihastuti, Buku Saku Sistem Perlindungan Anak, Bappenas, 1st ed. (Jakarta:
Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, 2022).
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itu, 30 anak di Kabupaten Sragen menjadi korban kekerasan di tahun 2024. Tidak

hanya kekerasan, 198 anak yang menjadi korban perkawinan dini yang terdiri dari

41 laki laki dan 157 perempuan.15

Persoalan Covid-19 juga menyisakan kepedihan yang mendalam. Selama

Pandemi Covid-19, saat anak melaksanakan pembelajaran di rumah, justru banyak

terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Di Jawa Tengah, Rapidpro

mencatat 6.066 anak (3.020 perempuan; 3.046 laki-laki) kehilangan salah satu

atau orang tua/pengasuhnya karena terpapar virus. Sedangkan data dari Aplikasi

Pemetaan Kelompok Rentan (APEMKETAN) mencatat terdapat 7.967 anak

(4.184 perempuan; 3.783 laki-laki) yang pengasuhannya dilakukan oleh salah satu

orang tua, kerabat, dan panti asuhan.16

Tumbuh kembang anak tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun

lingkungan yang ada di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa saja mulai dari hal

yang positif sampai ke hal yang negatif. Pasalnya, anak secara alamiah dalam

proses perkembangan cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi.

Sehingga menurut penulis, lingkungan yang jahat sangat berpotensi untuk

membuat anak menjadi jahat pula, sehingga wajar apabila ada banyak anak yang

tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik

sebagai korban tindakan kriminal maupun sebagai pelaku.17 Alasan lain seperti

15 Kemenppa, “Data Kekerasan Pada Anak,” 2025,
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

16 Kemenppa.
17 Muhammad Hasan Sebyar, “Factors Causing Applications for Marriage Dispensation at

the Panyabungan Religious Court,” Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law
5, no. 1 (2022): 1–14.
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pertemanan yang toxic, faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah, alkohol, dan

obat-obatan terlarang.18

Sementara itu, hak untuk merasa aman di lingkungannya dan bebas dari

kekerasan adalah hak asasi yang fundamental, yang harus dijamin dan dilindungi

oleh negara.19 Idealnya, mereka harus dikelilingi oleh keluarga, sekolah, dan

komunitas yang mendukung serta memberikan perlindungan, sehingga mereka

dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa rasa takut atau trauma. Pasalnya,

dampak kekerasan pada anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi

juga dapat berlanjut hingga dewasa. Pengalaman traumatis di masa kanak-kanak

bisa mempengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, yang

pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani

kehidupan yang produktif dan sehat.20

Meskipun sejumlah studi terdahulu telah banyak membahas topik

perlindungan anak, namun nyatanya masih menyisakan gap of literature yang

masih rancu tanpa eksplorasi lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu

masih berfokus pada perspektif hukum. Misalnya Jauhari (2013) yang

membandingkan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia.21

Lalungkan (2015), Kobandaha (2017), dan Siregar (2020) yang memandang

18 Lubis, “Criminal Against Children Against.”
19 N L Isnainia, “Upaya Pengahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi

Di Desa Keling Kec Kepung Kab Kediri,” Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada …, 2023,
https://ejournal.ikado.ac.id/index.php/komatika/article/view/687.

20 Melati Puspitajati Adikusuma and Ega Asnatasia Maharani, “Pengetahuan, Sikap, Dan
Persepsi Tentang Pendidikan Seks Pada Pendidik Anak Usia Dini,” Aulad: Journal on Early
Childhood 6, no. 3 (2023): 312–21, https://doi.org/10.31004/aulad.v6i3.511.

21 Iman Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan
Malaysia,” Ahkam 47, no. 2 (2013): 611–45.
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perlindungan anak di Indonesia berdasarkan tinjauan yuridis.22 Prastini (2024)

dalam artikelnya mencoba untuk memberikan gambaran tentang fenomena

kekerasan anak di Indonesia dan alternatif yang dilakukan.23 Ahmad (2014)

mengulas perlindungan anak dari perspektif Islam,24 sedangkan Fitriani (2016)

menegaskan peranan yang perlu diambil oleh stake holder dalam perlindungan

dan pemenuhan hak anak di Indonesia.25 Penalaran terhadap studi terdahulu ini

secara tidak langsung mengungkapkan bahwa studi yang membahas tentang

sistem perlindungan anak dan evaluasi terhadapnya masih belum masif dilakukan

di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan investigasi

tentang sistem perlindungan anak yang diimplementasikan di Kabupaten Sragen.

Pasalnya, Kabupaten Sragen tidak hanya mendapatkan intervensi tentang program

Safe and Friendly Environment for Children (SAFE4C) tetapi merupakan salah

satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak

Anak Kategori utama pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini penting untuk melihat

sejauh mana sistem perlindungan anak berjalan sebagai wujud pemenuhan hak

anak di Kabupaten Sragen. Pada kajian ini penulis mengambil satu desa yaitu

22 Martha Lalungkan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak,” Lex Crimen 4, no. 1 (2015): 5–14; Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di
Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat 23, no. 8 (2017): 82–91,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/15070/14635; Asbon
Sirait Vivi Arfiani Siregar, “Perspektif Restoratife Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai
Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Das Sollen IV, no. 1 (2020): 1–24.

23 Endang Prastini, “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di
Indonesia,” Jurnal Citizenhip Virtues 4, no. 2 (2024): 760–70,
https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-
indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain.

24 Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” ISLAMICA: Jurnal Studi
Keislaman 4, no. 1 (2014): 143, https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153.

25 R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan
Memenuhi Hak-Hak Anak,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
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Desa Puro di Kecamatan Karangmalang. Desa Puro mendapatkan program

SAFE4C dan Pencegahan kekerasan di ranah online. sehingga upaya upaya

penyelenggaraan perlindungan anak lebih terlihat, seperti melakukan pencegahan

kekerasan di tingkat masyarakat , sosialisasi pengasuhan positif, pencegahan

kekerasan di ranah online untuk orang tua maupun anak serta melakukan upaya

upaya deteksi dini kekerasan di tingkat masyarakat untuk mencegah kerentanan

anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang diangkat pada latar belakang di atas, rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem perlindungan anak (SPA) di Kabupaten

Sragen?

2. Bagaimana konfigurasi sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen

berdasarkan perspektif SPA dan self-determination theory?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menganalisis sistem perlindungan

anak (SPA) yang saat ini berlaku di Kabupaten Sragen. penelitian ini akan

menginvestigasi dan memperdalam kajian terkait norma, struktur dan proses

dalam sub-sistem yang terbangun melalui SPA. Maka dari itu, pembahasan akan

mencakup kebijakan, program, dan mekanisme perlindungan anak telah

diterapkan oleh pemerintah daerah. Adapun produk dari sistem ini di antaranya

adalah peraturan, SOP (standar operasional), serta peran lembaga terkait seperti

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga layanan, serta
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masyarakat sipil. Artinya penelitian ini akan membahas dari dua sisi yang berbeda

yakni antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan.

Kedua, mengidentifikasi konfigurasi SPA dalam spektrum penentuan

nasib sendiri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Melalui

penalaran terhadap analisis teori penentuan nasib sendiri tersebut, penelitian ini

akan menyusun rekomendasi strategis untuk membangun lingkungan yang lebih

aman dan ramah anak. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah merumuskan solusi

atau strategi kebijakan yang bisa diambil oleh pemangku kepentingan di

Kabupaten Sragen untuk memperkuat sistem perlindungan anakbaik dari sisi

kebijakan, kelembagaan, edukasi, maupun partisipasi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara

teoritis yakni memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

di bidang perlindungan anak dan pembangunan sosial berbasis komunitas.

Penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi referensi bagi penelitian sejenis di

daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya serupa. Adapun secara

praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah

daerah yakni sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang

lebih efektif untuk perlindungan anak dan pembangunan wilayah ramah anak.

Penelitian ini memberikan panduan dalam merancang program-program

edukatif dan perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak di

lingkungan lokal. Dan di sisi masyarakat Kabupaten Sragen, penelitian ini
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diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal

dan aman dari kekerasan atau eksploitasi.

E. Kajian Pustaka

Studi tentang perlindungan anak telah menjadi konsentrasi sejumlah penulis,

baik di kancah nasional maupun internasional. Perlindungan anak merupakan

segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga

bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi,

diskriminasi, dan penelantaran.26

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, yang dimaksud anak di sini adalah setiap individu yang berusia di bawah

18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Salah satu hak yang harus

dipenuhi adalah hak anak mendapatkan rasa aman dan nyaman agar mendukung

tumbuh kembangnya. Perlindungan anak berarti melengkapi hak-hak lainnya dan

menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar

mereka dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik.27

26 Srihastuti, Buku Saku Sistem Perlindungan Anak.
27 Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” UU
Perlindungan Anak, 2014, 48, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-
2014.
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Pada sajian ini selanjutnya akan dibahas beberapa penelitian terdahulu

untuk merangkum sejumlah penemuan dan argumentasi penelitian yang telah ada.

Rangkuman tersebut ditujukan agar mempermudah pembaca untuk menemukan

kesenjangan literatur dan kebaruan pada penelitian ini.

Penelitian terkait topik sistem perlindungan anak maupun perlindungan

anak secara garis besar terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama

adalah penelitian yang menitik beratkan pada konteks edukasi atau penyadaran

masyarakat mengenai sistem perlindungan anak.

Ulfa dkk (2020) dalam hal ini menemukan bahwasannya pengetahuan

masyarakat tentang perlindungan anak masih berada di tahap awam.28 Menurut

Jamiah (2010), konteks perlindungan yang dimaksud seringkali hanya diabaikan

begitu saja yang diakibatkan oleh persepsi masyarakat terhadap anak.29 Pada

akhirnya, Fitriani (2016) berargumentasi bahwa peningkatan pengetahuan tersebut

perlu untuk dicanangkan dalam rangka mengupakan agar setiap hak anak tidak

dirugikan.30

Penting untuk dipahami lebih mendalam terlebih dahulu, bahwasannya

setiap bentuk wacana sistem maupun program untuk perlindungan anak dilakukan

sebab adanya kekerasan terhadap anak. Perlindungan ini sesuai temuan Taruna

(2021) dapat terjadi di semua lingkungan anak meliputi sekolah, keluarga, dan

28 Ulfia Hasanah et al., “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perlindungan
Anak Dari Aspek Pendidikan, Hukum, Dan Kesehatan Di Desa Tambun Kecamatan Bandar
Petalangan,” Unri Conference Series: Community Engagement 2 (2020): 359–65,
https://doi.org/10.31258/unricsce.2.359-365.

29 Yulis Jamiah, “Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan
Kepribadian Anak Usia Dini,” Jurnal Cakrawala Kependidikan 8, no. 1 (2010): 5–24,
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jckrw/article/view/283.

30 R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan
Memenuhi Hak-Hak Anak,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
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masyarakat sekitar anak. 31 Berkaitan dengan itu, Noer (2019) selanjutnya

mengatakan bahwa urgen untuk mencegah kekerasan pada anak terjadi di lembaga

pendidikan.32 Prastini (2024) telah mengidentifikasi bahwa kekerasan terhadap

anak dapat terjadi dalam bentuk kekerasan, termasuk fisik, emosional, dan seksual,

serta faktor-faktor penyebab yang kompleks, seperti kemiskinan, norma budaya,

dan kurangnya pendidikan.33 Kekerasan semacam inilah yang menurut Muntamah

dkk (2019) menjadi penyebab dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia,

yang mana telah terbukti menyebabkan banyak risiko pada kesejahteraan

pengantin.34

Kategori selanjutnya adalah sejumlah literatur riset yang menyajikan

realitas pelaksanaan program atau sistem perlindungan anak di suatu daerah atau

lembaga tertentu. Rahmi dan Kitaby (2023) menemukan bahwa efektivitas

program perlindungan anak di Kota Sorong dan mengidentifikasi kendala utama

sebagai kurangnya koordinasi antar instansi.35 Adapun Yunus (2021), Putri (2021),

dan Hertianto (2021) menambahkan bahwa implementasi perlindungan hukum

31 Asy, S, Taruna, S., “Kekerasan Terhadap Anak,” Jurnal Keislaman 2, no. 2 (2021):
178–94.

32 Khaerul Umam Noer, “Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Lembaga
Pendidikan,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 14, no. 1 (2019): 47,
https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998.

33 Endang Prastini, “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di
Indonesia,” Jurnal Citizenhip Virtues 4, no. 2 (2024): 760–70,
https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-
indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain.

34 Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di
Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi
Anak),” Widya Yuridika 2, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823.

35 Aulia Rahmi and Magfirah Ummul Kitaby A., “Efektivitas Penanganan Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Sorong,” Muadalah : Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 74–88,
https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.1052.
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masih menghadapi hambatan,36 baik dari segi penegakan hukum37 maupun

dukungan sosial38 maupun pendidikan.39 Ariani dan Prawitasari (2024) yang

mengupas efektivitas KPAI dalam menangani kasus eksploitasi anak

berargumentasi bahwa kendala utama terletak pada koordinasi antar lembaga dan

keterbatasan sumber daya.40

Kategori penelitian perlindungan anak yang mengupas lebih jauh tentang

pelaksanaan program atau sistem ini jumlahnya cukup banyak. Pasalnya, program

ini juga telah banyak diadopsi di beberapa daerah hingga memunculkan tesis-tesis

terbaru yang menunjukkan urgensi-urgensi beragam. Valentino dkk (2025)

menyatakan bahwa kemitraan yang efektif dapat meningkatkan efektivitas

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.41 Sementara itu, Roza dkk, bahwa

pada pendekatan bottom up perlu dicanangkan oleh pemerintah untuk

mengimplementasikan sistem perlindungan anak.42 Sementara itu, Erdianti dan

Al-Fatih (2019), menerangkan terkait pentingnya pemetintah untuk

36 Muhammad Rafifnafia Hertianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak
Dalam Ruang Siber Di Indoensia,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 51, no. 3 (2021),
https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94.

37 Ahmad Yunus, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Uu Pkdrt Dan Uu Perlindungan Anak),”
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora 1, no. 4 (2021): 01–16,
https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i4.505.

38 Fitri Jayanti Eka Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan
Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 3, no. 1 (2021): 115.

39 Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut
Undang Undang Perlindungan Anak,” El-Wahdah: Jurnal Pendidikan 1, no. 1 (2020): 1–13.

40 Anisa Dewi Ariani and Nining Yurista Prawitasari, “Efektivitas Peran Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Dalam Menangani Kasus Bullying Terhadap Anak,” Nining Yurista
Prawitasari INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4 (2024): 13103–12.

41 Romeo Aditya Valentino, Teguh Yuwono, and Puji Astuti, “ANALISIS KEMITRAAN
NGO DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SEMARANG,” Journal of Politic and Government Studies
14, no. 1 (2025).

42 Darmini Roza and Laurensius Arliman S, “Peran Pemerintah Daerah Untuk
Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 1 (2018):
198–215, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10.
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menyelenggarakan program desa layak anak.43 Pemerintah dalam hal ini menurut

Duadji dan Tresiana (2018) memegang peran sentral untuk menjadi titik hulu

terciptanya collaborative government.44

Adapun kategori terakhir adalah sejumlah penelitian terdahulu yang lebih

berfokus pada alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak. Misalnya,

studi milik Solehati dkk (2022) yang berargumentasi bahwa penting bagi orang

tua untuk mencegah kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak.45

Perlindungan orang tua amat sangat dibutuhkan terutama ketika mereka masih

berusia dini.46 Adapun bentuk perlindungan tidak selalu harus bersifat fisik

maupun finansial. Menurut Ayu dkk (2024), perlu diadakan pula intervensi

psikologis dalam program perlindungan anak.47

Beberapa hasil kajian penelitian di atas jelas menampakkan gap of

literature, dengan menunjukkan hasil penelitian tentang penanganan kasus

perlindungan anak masih yang bersifat sektoral dan belum berbasis sistem. Pada

konteks ini, jelas terlihat bahwa peran koordinasi sangat dibutuhkan untuk

menguatkan sistem perlindungan anak. Semua penelitian di atas juga menekankan

43 Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, “Mewujudkan Desa Layak Anak
Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia,” Justitia Jurnal Hukum 3, no.
2 (2019): 305–18.

44 Noverman Duadji and Novita Tresiana, “Kota Layak Anak Berbasis Collaborative
Governance,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 13, no. 1 (2018): 1,
https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201.

45 Tetti Solehati et al., “Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual
Anak Di Indonesia: Scoping Review,” Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 3
(2022): 2201–14, https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914.

46 Yes Matheos Lasarus Malaikosa Churiyah, Miftakhul Jannah, “Intervensi Hukum
Perkembangan Anak Usia Dini : Perlindungan Diri Dari Kekerasan Dan Eksploitasi,” Journal of
Student Research 2, no. 4 (2024).

47 Michelle Edelyn Ringgit Zellantik Ayu, Fitri Alifia, Intania Putri, G. Ayu Indah
Pradnyani, Navada Alfaijah, Rara Putri Febrianti, Indah Putri Hasna, Nisa Arianri, Tiara Putricia,
“Peningkatan Intervensi Psikologis Dalam Program Perlindungan Anak Untuk Mencegah
Kekerasan Dan Pelecehan Seksual,” Pendidikan Karakter Unggul 03, no. 02 (2024): 150–67,
https://karakter.esaunggul.ac.id/index.php/pku/article/view/844.
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pentingnya kolaborasi dan sinergi semua stakeholder perlindungan anak. Namun,

belum ada pembahasan yang memberikan kejelasan tentang bagaimana

stakeholder tersebut bekerja sesuai dengan perannya.

F. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan topik yang diangkat dalam penelitian ini, penulis

menggunakan 2 teori penting. Pertama, teori tentang implementasi secara garis

besar. Teori ini menjadi dasar dalam mengeksplorasi implementasi Sistem

Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen. Teori ini membantu penulis untuk

menentukan sejumlah parameter yang perlu dikembangkan dalam memotret

pelaksanaan kebijakan Sistem Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen.

Selanjutnya penyajian data dan analisis akan disesuaikan berdasarkan teori

implementasi kebijakan yang dipilih.

Sementara itu untuk mengeksplorasi penelitian tentang Sistem

Perlindungan Anak, teori tentang self-determination akan digunakan sebagai

pijakan normatif. Penggunaan teori ini didasarkan pada sejumlah penelitian

terdahulu tentang perlindungan anak salah satunya yang dibahas oleh Mc Veigh

berjudul Self Determination And Queensland’s Child Protection System yang

mengeksplorasi hasil risetnya dan mengembangan teori ini. Para scholars

terdahulu memunculkan sejumlah argumentasi tesis baru tentang perlindungan

anak melalui teori self-determination yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.
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1. Teori Implementasi Kebijakan

Diskursus mengenai implementasi kebijakan merupakan salah satu hal

yang cukup kompleks untuk disajikan dalam sebuah riset komprehensif. Sejumlah

penelitian terdahulu yang menggunakan teori ini, umumnya ditujukan untuk

menganalisa sebuah kebijakan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Pemilihan

terhadap salah satu model teori perlu disesuaikan terhadap substansi penelitian

yang diinginkan sehingga dapat membantu penulis untuk mengupas lebih jauh

terhadap aspek-aspek mendetail dalam kebijakan publik yang diterapkan.

Berdasarkan gagasan tersebut, penelitian ini akan menggunakan model

implementasi kebijakan milik Van Metter dan Van Horn dalam buku The Policy

Implementation Process: A Conceptual Framework.

Van Metter dan Van Horn membagi 6 faktor yang dapat mempengaruhi

suatu kebijakan publik. Pada konteks ini, keenamnya akan dijadikan sebagai

parameter yang digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data hasil

penelitian pada implementasi sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen.

Adapun keenam faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada dasarnya, sebuah kebijakan sangat bergantung pada level idealisme

yang tersemat pada ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja kebijakan dalam taraf

pelaksanaannya, dapat diukur melalui ukuran dan tujuan kebijakan itu sendiri.

Pertanyaan mendasar yang dapat digunakan adalah apakah ukuran dan tujuan

kebijakan sudah bersifat realistis apabila dibandingkan dengan kondisi sosio-

kultur dan sosio-ekonomi dari aspek pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.
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Ketika ukuran dan tujuan kebijakan yang dibuat bersifat terlalu ideal atau

cenderung utopis, maka kebijakan yang efektif akan sulit untuk direalisasikan.

2. Sumber Daya

Metter dan Horn berargumentasi bahwa keberhasilan implementasi suatu

kebijakan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya

yang tersedia. Adapun pada sebuah kebijakan publik, manusia merupakan elemen

terpenting dalam sumber daya yang dapat menentukan mampu atau tidaknya suatu

kebijakan dikatakan berhasil. Pada sebuah realisasi program, eksistensi sumber

daya manusia yang berkualitas dan penempatan berdasarkan arus politik yang

tepat akan menghasilkan sebuah implementasi program yang baik. Hal ini akan

berbanding terbalik apabila manusia yang diandalkan tidak memiliki kompetensi

dan kapabilitas yang memadai untuk melaksanakan kebijakan.

Di samping sumber daya manusia, beberapa sumber daya lain yang juga

penting adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Perlu dipahami

apabila sumber daya manusia yang dibutuhkan telah sampai pada tahap kompeten

dan memiliki kapabilitas, maka kebijakan juga perlu didorong dengan dukungan

finansial yang kuat. Dukungan finansial akan memfasilitasi manusia sebagai

pelaksana untuk mencukupi segala kebutuhan yang ditemukan ketika

implementasi kebijakan. Sumber daya dan waktu juga sangat diperlukan untuk

memberikan ruang pelaksanaan kebijakan yang proporsional. Semakin sedikit

waktu yang dialokasikan untuk sebuah program yang bersifat ideal, maka semakin

rendah potensi keberhasilan program yang diimplementasikan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
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Karakteristik organisasi pelaksana adalah sifat agen pelaksana baik yang

datang dari organisasi formal, maupun yang bekerjasama dari organisasi non-

formal. Penentuan agen pelaksana berdasarkan karakteristik yang dimiliki akan

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk

implementasi kebijakan publik yang membutuhkan perubahan perilaku

masyarakat secara kompleks dan masif, maka dibutuhkan agen pelaksana yang

bersifat tegas, ketat, dan keras pada penerapan aturan dan sanksi hukum. Apabila

kebijakan yang dirumuskan hanya membutuhkan sedikit adaptasi perubahan di

benak masyarakat maka agen pelaksana yang keras tidak lagi dibutuhkan. Agen

pelaksana selanjutnya dapat dihadirkan dari mereka yang memiliki pendekatan

humanis.

Metter dan Horn juga mengingatkan, bahwa cakupan atau luas wilayah

implementasi kebijakan juga harus disesuaikan dengan jumlah agen pelaksana

yang akan dilibatkan dalam implementasi program. Secara lebih detail, keduanya

juga menentukan beberapa dimensi konkret terhadap agen pelaksana untuk

mendukung keberhasilan program seperti kompetensi dan ukuran staf suatu badan,

tingkat pengawasan hierarki terhadap suatu keputusan sub unit dan proses dalam

badan pelaksana, sumber atau keberpihaka politik suatu organisasi, vitalitas

organisasi, tingkat komunikasi terbuka yang diartikan sebagai jaringan kerja

komunikasi secara verbal maupun horizontal secara bebas baik dalam internal

maupun eksternal organisasi, dan terakhir adalah keterkaitan secara formal

maupun informal suatu badan dengan pembuat keputusan dan pelaksana

keputusan.
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4. Sikap (disposition) Para Pelaksana

Penerimaan maupun penolakan dari agen pelaksana akan sangat

menentukan kinerja keberhasilan sebuah kebijakan publik. Ketentuan ini sangat

mungkin terjadi dikarenakan kebijakan yang dicanangkan tidak datang dari hasil

formulasi maupun diskusi warga setempat yang secara langsung mengetahui

konteks persoalan dan kebutuhan mereka sendiri. Meskipun sebuah kebijakan

dirumuskan berdasarkan orientasi bottom up maupun top down, namun

pelaksanaan kebijakan di lapangan sangat bergantung pada sikap yang diambil

oleh para implementor kebijakan. Semakin tidak mendukung implementor dengan

visi program, maka akan semakin jauh tingkat keberhasilan sebuah implementasi

kebijakan publik dapat tercapai.

5. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Berkaitan dengan visi tersebut, setiap implementor memiliki kewajiban

untuk memahami satu standar tujuan yang sama demi menciptakan sebuah

kebijakan yang bersifat efektif. Maka dari itu, komunikasi antar organisasi

pelaksana menjadi penting untuk mencapai satu standar tujuan yang setara dan

tidak berat sebelah. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa hasil diskusi

maupun yang bersifat instruksional. Setelah penyampaian informasi tentang

standar tujuan telah setara, amaka setiap pihak implementor perlu meyakinkan

bahwa sebagai pelaksana akan bersikap konsisten pada standar tersebut. Berkaitan

dengan komunikasi tersebut, Metter dan Horn menyampaikan bahwa koordinasi

merupakan suatu alat yang ampuh untuk mekanisme implementasi kebijakan

publik. Asumsi keduanya, semakin baik koordinasi yang terbangun di natara
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pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program maka akan semakin rendah

pula kesalahan-kesalahan atau kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan

akan terjadi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan pula adalah sejauh mana elemen-

elemen yang berkaitan dengan kebijakan (lingkungan eksternal) turut

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan publik. Apabila lingkungan sosial,

ekonomi, dan politik bersifat tidak kondusif dan cenderung bertabrakan dengan

kepentingan kebijakan, maka kegagalan program akan bersifat wajar. Maka dari

itu, kinerja implementasi sebuah kebijakan juga perlu memperhatikan

kondusivitas aspek-aspek lingkungan eksternal. Lebih lanjut, Metter dan Horn

juga menyatakan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari

organisasi atau agen pelaksana secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi karakter badan pelaksana, kecenderungan agen pelaksana, serta

keberhasilan program itu sendiri. Demikian, kondisi lingkungan mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap kinerja implementasi kebijakan publik.48

2. Sistem Perlindungan Anak (SPA)

Teori Self-Determination pada tesis ini akan dijadikan sebagai alat analisa

mendalam terhadap sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Namun

sebelum membahas lebih jauh, sistem sendiri merupakan sebuah kumpulan dari

beberapa komponen atau bagian yang terorganisir yang saling berhubungan satu

sama lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sebuah sistem akan saling

48 Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework,” Administration and Society 6, no. 4 (1975): 445–88,
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/009539977500600404.
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berjejaring dengan sistem-sistem yang lain. Pada satu sistem terdapat pula

sejumlah sub sistem yang bervariasi dan memiliki level tertentu, misalnya pada

SPA terdapat sistem pengasuhan anak, sistem pelaporan anak, manajemen kasus,

dll. Adapun sub sistem dalam layanan sosial seperti SPA dalam hal ini tentunya

memiliki kualitas yang berbeda satu sama lain.49

Selaras dengan definisi sistem tersebut, sistem perlindungan anak juga

merupakan sebuah struktur berjejaring. Anak-anak pertama kali tumbuh dan

dibesarkan dalam jejaring keluarga yang secara moral berkewajiban untuk

memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Adapun keluarga yang

menaungi tersebut, juga bersarang pada sistem keluarga yang lebih besar yang

akhirnya bersarang pada jaringan komunitas sosial yang paling besar di suatu

daerah. Berdasarkan konteks keterkaitan dan keterhubungan sistem tersebut, maka

sebuah hubungan antara anak, keluarga, dan masyarakat disebut pula dengan

lingkaran konsentris. Masing-masing elemen dalam lingkaran tersebut bersikap

saling ketergantungan dan memiliki peranan dan fungsi yang berbeda satu sama

lain. Selebihnya, kekuatan sistem bergantung pada seberapa efektif interaksi yang

dibangun di antara setiap elemen.50

Kemunculan Sistem Perlindungan Anak (SPA) sejatinya lahir dari

indikator-indikator lemahnya sistem perlindungan berbasis keluarga yang

menyebabkan sejumlah isu di sekitar dan terhadap anak-anak. Beberapa isu yang

49 Fred Wulczyn et al., “Adapting a Systems Approach to Child Protection: Key Concepts
and Considerations,” Working Paper, no. January (2010): 1–47.

50 Ravi Sharma, “Civil Society Organizations’ Institutional Climate Capacity for
Community-Based Conservation Projects: Characteristics, Factors, and Issues,” Current Research
in Environmental Sustainability 5, no. April (2023): 100218,
https://doi.org/10.1016/j.crsust.2023.100218.
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dimaksud misalnya seperti pekerja anak, anak yang diperdagangkan, anak jalanan,

anak yang dilacurkan, anak terlantar, anak yang mengalami kekerasan baik secara

fisik, seksual, psikis, verbal, dll. Sistem perlindungan anak selanjutnya dirancang

untuk memberikan perlindungan supaya anak-anak tidak mengalami isu-isu

tersebut. Sayangnya, SPA yang hanya mengacu terhadap terjadinya kasus atau

menggunakan pendekatan berbasis isu, membuat perlindungan menjadi tidak

efektif. Permasalahan anak masih tetap terjadi sebab tidak diselesaikan dimulai

dari akar permasalahan.

SPA selanjutnya didesain untuk menangani secara lebih komprehensif

permasalahan yang terjadi pada anak-anak dari level gejala. SPA dikembangkan

untuk mencapai gagasan ideal yakni “pencegahan dan penanganan kekerasan,

eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui sistem perlindungan anak

yang komprehensif”. Gagasan ideal ini secara lebih lanjut mengerucut pada tiga (3)

konsentrasi utama SPA. Ketiganya adalah (1) perlindungan dari segala bentuk

kekerasan dalam semua situasi dan konteks dan untuk semua anak, tanpa

diskriminasi; (2) penyediaan dukungan dalam pemerintahan, kepada keluarga, dan

anak-anak untuk meningkatkan kesehatan anak ketika terjadi kegagalan dalam

perlindungan anak; (3) dan partisipasi suara anak dan remaja untuk menghargai

pengalaman hidup mereka dan pemahaman berbasis perkembangan tentang

keputusan orang dewasa yang berdampak pada hak-hak mereka 51.

51 Christine Wekerle, “Considerations for Child Protection and Practice: What Is Child
Protection Now?,” Child Protection and Practice 1, no. April (2024): 100025,
https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100025.
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Sebagai sebuah sistem, SPA terbangun dari sejumlah bagian (elemen) sub-

sistem. SPA dipandang dari kaidah sistem nasional memiliki 5 sub-sistem yang

saling membangun. Adapun penjelasan terkait kelimanya adalah sebagai berikut:52

1. Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Meliputi seluruh jenis layanan yang dibutuhkan untuk membangun

kesejahteraan individual anak, keluarga, dan komunitas yang ditandai dengan

kemampuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesejahteraan anak

dan keluarga. Pada konteks sosial ekologis, sub-sistem ini mencakup penguatan

dan pengerahan layanan-layanan untuk mengurangi kerentanan dan membangun

resiliensi mereka.

2. Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial

Upaya sistemik yang disiapkan untuk memperkuat pengetahuan, sikap,

dan perilaku sosial di tingkat individu, keluarga, komunitas, yang mendukung

upaya perlindungan anak di dalam keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat,

penyedia layanan, hingga pembuat kebijakan, termasuk untuk mengikis norma

sosial yang merugikan, dan mendorong tumbuhnya norma sosial yang lebih

melindungi anak.

3. Sub-sistem Peradilan Anak

Upaya sistemik yang fokus pada kesiapan sistem hukum dan peradilan

ramah anak yang mampu menjamin kedudukan anak sebagai warga negara, serta

menegakkan keadilan sekaligus melindungi hak-hak bagi anak-anak yang berada

52 Srihastuti, Buku Saku Sistem Perlindungan Anak.
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dalam sistem peradilan untuk dapat tetap berada di/atau kembali ke jalur tumbuh

kembang yang sehat.

4. Sub-sistem Kerangka Hukum dan Kebijakan

Sistem yang membangun keseluruhan landasan hukum, peraturan, dan

kebijakan yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan

seluruh sub-sistem dalam sistem perlindungan anak bekerja secara efektif untuk

memenuhi dan melindungi seluruh hak-hak anak.

5. Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Sistem yang memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan informasi yang

tepat pada tahap yang tepat tentang situasi anak (kerentanan dan masalah) yang

memungkinkan SPA untuk bisa melindungi anak secara lebih efektif, merespon

kebutuhan yang muncul, dan mendorong pembelajaran dan perbaikan

berkelanjutan.

Pada tataran penerapan SPA berdasarkan kelima sub-sistem tersebut,

terdapat pula sejumlah tingakatan intervensi dari mulai primer, sekunder, dan

tersier. Intervensi primer memiliki fokus menghentikan ancaman kekerasan,

perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi bahkan sejak sebelum

dimulai. Sementara itu intervensi sekunder berfokus pada identifikasi dan respon

segera terhadap kerentanan tinggi, atau ketika tanda-tanda awal pengaruh,

keterpaparan, atau situasi ancaman terdeteksi. Adapun intervensi tersier memiliki

fokus untuk menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, mereintegrasikan

anak-anak yang telah terpapar/mengalami bentuk-bentuk kekerasan, eksploitasi,

penelantaran, dan diskriminasi. Masing-masing dari ketiganya memiliki norma,
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struktur, dan proses yang berbeda. Level dan penerapannya disesuaikan dengan

target dan fokus masing-masing.53

3. Self-Determination Theory (SDT)

Selanjutnya, Self-Determination Theory (SDT) merupakan sebuah teori

makro yang berkembang dari disiplin ilmu psikologi dengan acuan utama yaitu

motivasi dan kepribadian manusia menuju kesejahteraan dan kemandirian

pembangunan. Teori ini masif digunakan sebagai pisau analisis dalam berbagai

konteks maupun desain penelitian seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan,

psikoterapi, olahraga, kebijakan yang berkaitan dengan perilaku manusia, dan

dunia virtual. Teori ini membuka ruang diskusi terkait bagaimana faktor konteks

sosial dapat berpengaruh sebagai dukungan maupun ancaman terhadap

perkembangan manusia baik secara individu maupun kolektif, melalui

terpenuhinya kebutuhan psikologis dasar mereka terhadap kompetensi,

keterhubungan, dan otonomi.54

SDT juga sering didefinisikan sebagai sebuah teori motivasi yang

membuka diskursus terkait kepribadian, pengembangan, dan proses sosial yang

meneliti bagaimana konteks sosial dan perbedaan individu mempengaruhi

berbagai jenis motivasi, terutama motivasi otonom atau hidup mandiri dan

motivasi terkendali, dan pada tahap tertentu akan memprediksi pembelajaran,

53 Ansori, “Teori Perlindungan Terhadap Anak.”
54 Richard M. Ryan and Edward L. Deci, Self-Determination Theory Basic Psychological

Needs in Motivation, Development, and Wellness, 1st ed. (New York: The Guilford Press, 2017),
https://www.google.co.id/books/edition/Self_Determination_Theory/th5rDwAAQBAJ?hl=en&gb
pv=1.
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kinerja atau kebijakan, pengalaman, dan kesehatan psikologis.55 Kemunculan SDT

lahir dari premis bahwa kecenderungan dan perkembangan alami manusia selalu

tertuju pada pertumbuhan psikologis, internalisasi, dan kesejahteraan bahwa

manusia bertindak atas dan ditindaklanjuti oleh lingkungan dengan cara yang

secara berbeda memfasilitasi maupun menghalangi perkembangan alami ini.56

Terdapat tiga kebutuhan dasar psikologis dalam SDT yang sangat penting

untuk menunjang perkembangan dan kesejahteraan optimal yaitu otonomi,

kompetensi, dan keterkaitan.57 Penerapan SDT secara empiris mengacu pada suatu

rasa otonomi atau kemandirian dan kemungkinan untuk memilih, kebutuhan akan

pengetahuan dan kompetensi, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari

masyarakat dan kebermaknaan.58 Ketika ketiga basic psychological needs seorang

individu atau kolektif terpenuhi, maka individu maupun elemen kolektif tersebut

akan bersikap lebih proaktif, memiliki keterlibatan, dan kompeten untuk

menentukan pilihan secara pribadi maupun kolektif dalam hidupnya. Tentunya,

pilihan yang menunjang pada ketercapaian kebaikan, internalisasi, dan

kesejahteraan keberlanjutan.59

55 Tatiana Corrales et al., “‘They Just Want People in Their Lives That Will Be There
Forever’: A Conceptual Model of Permanency for Children and Young People in Therapeutic
Residential Care,” Children and Youth Services Review 172, no. February (2025): 108211,
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108211.

56 Deci, Self-Determination Theory Basic Psychological Needs in Motivation,
Development, and Wellness.

57 Anja Van den Broeck et al., “A Review of Self-Determination Theory’s Basic
Psychological Needs at Work,” Journal of Management 42, no. 5 (2016): 1195–1229,
https://doi.org/10.1177/0149206316632058.

58 Deci, Self-Determination Theory Basic Psychological Needs in Motivation,
Development, and Wellness.

59 Leroy H. Pelton, “Child Welfare Policy and Practice: The Myth of Family
Preservation,” American Journal of Orthopsychiatry 67, no. 4 (1997): 545–53,
https://doi.org/10.1037/h0085085.
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Pada konteks perlindungan anak maupun penerapan sistem perlindungan

anak, pendekatan SDT dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menguji

sebarapa jauh sistem yang diterapkan berkontribusi pada ketercapaian kebaikan,

internalisasi, dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Sebagaimana yang

disebutkan oleh Ryan dan Deci, bahwa lingkungan (meliputi kebijakan maupun

regulasi) dengan cara yang secara berbeda dapat memberikan tindaklanjut

terhadap individu yang sedang mencapai pertumbuhan psikologis, internalisasi,

dan kesejahteraan dapat bersifat memfasilitasi maupun menghalangi

perkembangan alami ini.60 Pada tataran penerapan sistem, penggunaan perspektif

SDT dapat meninjau konfigurasi ketercapaian program dalam pemenuhan dasar

kebutuhan psikologis yang dalam hal ini anak yakni otonom, kompetensi, dan

keterkaitan.61

Penggunaan SDT sebagai framework analysis sebenarnya disesuaikan

dengan ketentuan konvensi hak anak secara internasional. Artinya, bagaimana

sebuah sistem yang dibentuk dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi

untuk menunjang kebaikan, internalisasi, dan kesejahteraan anak secara

berkelanjutan.

Hukum internasional mengatur empat konsensus dalam Konvensi Hak

Anak, yang dikenal dengan Prinsip Umum Hukum Internasional, sebagai berikut:

(1). Prinsip Non-Diskriminasi (Prinsip Universal HAM): Pasal 2 alinea pertama

60 Richard M. Ryan and Edward L. Deci, Self-Determination Theory Basic Psychological
Needs in Motivation, Development, and Wellness, 1st ed. (The Guilford Press, 2017),
https://www.google.co.id/books/edition/Self_Determination_Theory/th5rDwAAQBAJ?hl=en&gb
pv=1.

61 Sara Keronen, Soila Lemmetty, and Kaija Marjukka Collin, “Construction of Collective
Self-Determination in Development-Oriented Group Discussions,” Journal of Workplace Learning
36, no. 9 (2024): 88–105, https://doi.org/10.1108/JWL-05-2024-0110.
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KHA menetapkan kewajiban fundamental bagi negara peserta untuk menghormati

dan memastikan hak-hak anak dalam konvensi ini, tanpa diskriminasi dalam

bentuk apapun di seluruh yurisdiksi nasional. (2). Prinsip Hak Hidup,

Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (Invisibility HAM): Prinsip ini

memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup anak dengan meminimalkan

potensi bahaya yang dapat mengancam anak, baik di lingkungan sekolah maupun

rumah. (3). Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the

Child): Prinsip ini diadopsi dari Deklarasi Hak Anak 1959 dan diatur dalam Pasal

3 ayat 1 KHA. (4). Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (Respect for the Views of

the Child): Prinsip ini mencerminkan hak partisipasi anak, sebagaimana tercantum

dalam Pasal 12 KHA, yang mengakui kemampuan anak untuk menyampaikan

pandangan mereka, sesuai dengan hak untuk berekspresi secara bebas. Jaminan

perlindungan atas hak ini harus disesuaikan dengan usia dan kematangan anak.62

Diskusi terkait penggunaan SDT dalam konteks perlindungan anak

sejatinya telah masif digunakan oleh para scholars terdahlu. Desain penelitian

yang dirancang membentuk ruang bagi mereka untuk berargumentasi dan

memperkaya perspektif baik dari aspek perlindungan anak maupun SDT itu

sendiri. Salah satu tesis menarik produksi penulis terdahulu adalah tesis milik

McVeigh yang menyatakan bahwa:

“…The right to self-determination should provide for indigenous people to
develop laws and system that enable them to protect their own children”.

62 Nur Rizka I Hamsah, “Predisposisi Hak Anak Dalam Perspektif UU No . 35 Tahun
2014 Atas Perubahan UU No . 23 Tahun 2002,” J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah 4, no. 1 (2024):
904–13.
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Tesis ini lahir dari hasil penelitian McVeigh di Queensland yang

menyoroti kesejahteraan anak-anak di Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat

Torres pasca kolonialisasi di wilayah tersebut. Sejarah merekam bahwa anak-anak

dirampas dari orang tua mereka lalu diperlakukan dengan tidak dihormati hak-

haknya. Jauh kemudian setelah dewasa dan kolonialisasi berakhir, anak-anak yang

telah dewasa ini dikembalikan ke Kepulauan Selat Torres dan membina

kehidupan yang baru. Sayangnya sebab rendahnya kompetensi dari ‘masyarakat

baru’ tersebut tentang bagaimana merawat anak dalam sebuah keluarga, mereka

menelantarkan anak-anak mereka. Lantas, dengan lanskap dunia baru yang lebih

memperhatikan konvensi hak anak, terdapat wacana untuk menarik kembali anak-

anak tersebut dan merawatnya sebagai manifestasi dari sistem perlindungan

anak.63

Tesis di atas selanjutnya lahir dari proses penelitian yang kompleks bahwa

menarik paksa anak-anak dari orang tuanya bukanlah alternatif yang tepat.

Pemerintah seharusnya menyediakan dan memfasilitassi ruang bagi orang asli

untuk mencapai kompetensi, otonom, dan keterkaitannya sehingga dapat

menentukan nasibnya sendiri. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Sen

dalam Development as Freedom, bahwa meskipun sebuah keputusan

pembangunan perlu dirancang dengan berorientasi terhadap kepentingan dan

penduduk lokal, namun peningkatan kapasitas penduduk lokal juga perlu

63 Aimee McVeigh, “Self-Determination and Queensland’s Child Protection System: The
over-Representation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children,” Alternative Law Journal
38, no. 1 (2013): 25–30, https://doi.org/10.1177/1037969x1303800106.
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diperhatikan.64 Tesis McVeigh di atas selanjutnya menarik apabila

dikomparasikan dengan studi kasus penerapan sistem perlindungan anak di

Kabupaten Sragen untuk menemukan kesesuaian maupun keunikan.

G. Metode penelitian

penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian studi kasus dan deskriptif. Pendekatan ini digunakan sebab dipercaya

dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam sesuatu kondisi yang berada dan

berkembang pada masyarakat.65 Pendekatan kualitatif menurut Creswell juga

digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok

yang berkaitan dengan masalah sosial manusia66 Fokus penelitian ini adalah

menyoroti tentang bagaimana SPA diimplementasikan di Kabupaten Sragen yang

memiliki kerentanan terhadap kekerasan pada anak. penelitian ini juga bisa

dikatakan sebagai Participatory Impact Monitoring (PIM) atau pemantauan

dampak partisipatif karena mengacu pada partisipasi, dampak, dan pemantauan.

Analisis terhadap monitoring dan evaluasi SPA belum menjadi perhatian kunci

pada studi terdahulu, sehingga hal ini penting untuk dilakukan.

Subyek penelitian ini adalah sejumlah perwakilan pemerintah yaitu

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dinas Sosial. Keduanya dipilih

untuk melihat sub-sistem dalam Sistem Perlindungan Anak pada lembaga layanan

di masyarakat. Di samping itu, perwakilan masyarakat yang terlibat aktif dalam

64 Amartya Sen, Develeopment as Freedom, 1st ed. (New York: Alfred A. Knopf, inc,
1999).

65 Djunaidi Ghani dan Fauzan Al-Manshur, Metodologi penelitian Kualitatif, 1st ed.
(Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2012).

66 Cresswell , J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007).
Qualitative research designs: Selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2),
236-264.
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penanganan dan pencegahan kekerasan di tingkat masyarakat juga menjadi

sasaran. Pemilihan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang

ketersediaan, kesiapan, keberfungsian, dan perkembangan setiap elemen sub-

sistem perlindungan anak dengan melihat 3 komponen dalam subsistem yaitu

norma, struktur dan prosesnya. Perwakilan orang tua, pengasuh masyarakat umum

dan perwakilan anak juga akan diinvestigasi untuk melihat dampak sistem

perlindungan anak yang dilakukan. Pemilihan masing-masing informan

ditentukan berdasarkan relasi kuasa tertinggi pada setiap kategori subjek

penelitian di atas.

1. Teknik Pengumpulan Data

Sajian data pada penelitian ini adalah hasil temuan pada pengalaman dan

pemahaman para informan dalam eksplorasi Sistem Perlindungan Anak di

Kabupaten Sragen. Eksplorasi ini dilakukan di Kabupaten Sragen lebih khusus

hubungannya dengan 1 desa pilihan sebagai batasan untuk menjawab sejumlah

pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Akhirnya, penelitian ini didesain

untuk menjawab semua rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang

telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Pada proses pengumpulan data, penulis tidak tinggal di dalam masyarakat

namun penulis berpatisipasi aktif dan melakukan pengamatan dalam kegiatan dan

pelaksanaan SPA di Kabupaten Sragen. Partisipasi ini dilatarbelakangi profesi

penulis yakni sebagai Fasilitator Provinsi Jawa Tengah untuk bidang Sistem

Perlindungan Anak. Adapun penelitian ini dilakukan sejak tanggal 01 Juni hingga

31 Oktober 2025.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu

wawancara , Focus Group Discussion (FGD) observasi partisipatif, dan

dokumentasi. Metode tersebut dipilih penulis karena dianggap lebih memfasilitasi

penulis dalam mengkonfigurasikan data lapangan menjadi data penelitian.

Termasuk observasi karena mampu memberikan ruang pada penulis untuk

mengumpulkan data secara langsung sekaligus berinteraksi dengan subjek

penelitiannya.67 Bentuk data awal adalah catatan lapangan berbentuk rekaman dan

ulasan, serta potret gambar peristiwa tertentu yang relevan.

Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-

terstruktur. Artinya, penulis menyiapkan sejumlah pertanyaan penelitian yang

disesuaikan dengan fokus penelitian, namun pengembangan sesi interview

bergantung dari jawaban yang diberikan masing-masing informan. Wawancara

dilakukan dengan dua model yaitu secara tatap muka dan melalui aplikasi

whatsapp. Data hasil wawancara dan FGD selanjutnya ditranskipsikan menjadi

verbatim wawancara sehingga lebih memudahkan penulis untuk menginterpretasi

data secara keseluruhan. Semua informan pada penelitian ini telah dianonimkan

untuk menghindari konflik kepentingan setelah pelaksanaan penelitian. Adapun

profil informan wawancara dan FGD disajikan pada tabel-tabel di bawah.

Teknik pengumpulan data terakhir adalah dokumentasi. Teknik ini

digunakan untuk memperkaya data penelitian berdasarkan telaah dokumen seperti

berita dan artikel di media digital, dokumen penting yang relevan, serta informasi

akurat yang tersebar di media sosial. Data sekunder yang diperoleh dari proses

67 Hasyim Hasanah, “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode
Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” Jurnal At-Taqaddum 8, no. 1 (2017): 21,
https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163.
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dokumentasi mempertajam pemahaman penulis sehingga dapat mengulas sebuah

fenomena dalam lanskap perspektif yang utuh. Mensinergikan antara data primer

dan sekunder dalam sebuah penelitian dapat memberikan objektivitas yang nyata

terhadap penulis sehingga lebih mudah untuk melakukan analisis dan memetik

interpretasi.68 Berikut adalah narasumber yang penulis jadikan informan, penulis

memilih nama nama tersebut karena sudah mengetahui nama tersebut adalah

tokoh kunci perlindungan anak, sehingga informasinya bisa

dipertanggungjawabkan.

Tabel 1: Profil Narasumber
No
.

Kode
Narasumb
er

Profil Gende
r

Usi
a

Durasi
Wawancar
a

Tgl
Wawancar
a

Ket.

1. PS44 Kepala
bidang
Rehabilitasi
Sosial
Dinas
Sosial
Kabupaten
Sragen

Pria 44 40 Menit 07/11/202
5

2. DN41 Kepala
UPTD PPA
Dinas
Perlindunga
n
Perempuan
dan Anak
Kabupaten
Sragen

Wanit
a

41 42 Menit 08/11/202
5

3. JI42 Pekerja
Sosial
Dinas
Sosial

Pria 42 45 Menit 09/11/202
5

4. TK57 Tokoh
Perempuan

Wanit
a

57 60 Menit 06/11/202
5

5. IN40 Tokoh
Masyarakat

Pria 40 62 Menit 10/11/202
5

6. ER48 Kabid Pria 48 60 menit 27/12/202 Pemaknaan

68 Djunaidi Ghani dan Fauzan Al-Manshur, Metodologi penelitian Kualitatif, 1st ed. (Ar-
Ruzzmedia, 2012).
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Sosbud
Bapperida

5 dan Integrasi
Sistem
Perlindunga
n Anak
(SPA) dalam
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Kabupaten
Sragen

7. SY35 Yayasan
Setara

Wanit
a

35 50 Menit 12/12/202
5

kegiatan
yang di
lakukan
dalam
program
perlindunga
n anak di
sragen

8. AZ16 Forum
Anak
Sragen

Wanit
a

16 65 Menit 08/11/202
5

9. KR52 Staf Dinas
Perlindunga
n
Perempuan
dan Anak
Sragen

Wanit
a

52 35 Menit 12/12/202
5

Komitmen
Pemerintah
Daerah
dalam
Penguatan
Perlindunga
n Anak di
Tingkat
Desa

10 Ard36 Analis
Kebijakan
ahli muda
DP3A
Provinsi
Jawa
Tengah

Pria 36 45 Menit 13/12/202
5

KLA dan
Tantangan
FAD

Tabel 2: Profil Peserta FGD SPA Sragen
No Koding L/P Usia Organisasi Tanggal
1 AA40 P 40 Kader Kesehatan 29/10/2025
2 ID41 P 41 Kader kesehatan
3 RS49 P 49 PKK
4 MF48 P 48 PKK
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5 AD28 P 28 Fasilitator Masyarakat
6 SW48 P 48 Fasilitator Masyarakat
7 WE41 P 41 Kader Kesehatan
8 RS43 P 43 Kader Kesehatan
9 MN29 P 29 Pengelola Perpustakaan

Desa
10 SU44 P 44 Fasilitator Masyarakat

Tabel 3: Profil Peserta FGD Remaja
No Nama L/P Usia Tanggal
1 WB12 L 12 30/10/2025
2 AR14 P 14
3 WD14 P 14
4 MS14 P 14
5 MN14 P 14
6 SM13 P 13
7 RF17 L 17
8 AL17 L 17
9 ER18 P 18
10 TK23 L 23
11 AZ17 P 17

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sragen dengan memilih pada 1

desa untuk lebih memperkaya hasil penelitian, pertimbangannya adalah sebab

Kabupaten Sragen tidak hanya mendapatkan intervensi tentang program Safe and

Friendly Environment for Children (SAFE4C) tetapi merupakan salah satu

Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak

Kategori utama pada tahun 2023 dan 2024. Dengan adanya prestasi ini menjadi

penting untuk melihat sejauh mana sistem perlindungan anak berjalan sebagai

wujud pemenuhan hak anak di Kabupaten Sragen. Adapun 1 desa yang dimaksud

yaitu Desa Puro Kecamatan Karangmalang untuk melihat lebih jauh gambaran

tentang analisis sistem perlindungan anak di masyarakat.
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3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diinterpretasikan melalui serangkaian

tahapan analisis. Proses ini sangat penting agar penulis dapat menarik kesimpulan

dari data yang beragam dan tidak terorganisir. Pada analisis data, beberapa

langkah yang akan dilakukan meliputi: pertama, reduksi data. Data yang diperoleh

dari observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi diseleksi

untuk memisahkan informasi yang relevan dari yang tidak relevan dengan topik

penelitian. Setelah seleksi, penulis dapat lebih mudah menentukan data yang

mengandung pernyataan strategis untuk membangun argumen sesuai fokus

penelitian. Pada tahap ini, penulis juga mengidentifikasi data yang sudah lengkap

dan yang masih memerlukan pengumpulan tambahan untuk memperkuat

informasi tersebut. Proses analisis tidak dapat dilanjutkan hingga semua data

dipastikan dapat memberikan pemahaman yang mendalam, karena hal ini akan

mempengaruhi tahap berikutnya, yaitu penyajian data.

Kedua, penyajian data. Meskipun data telah diseleksi dengan cermat,

penyajian yang teratur dan sistematis tetap diperlukan agar penulis dapat

menganalisis data secara keseluruhan. Melalui penyajian ini, penulis dapat

melihat data secara utuh, baik primer maupun sekunder, serta melakukan

klasifikasi dan sistematisasi untuk memetakan relevansi antar data. Selain itu,

penyajian data juga membantu penulis dalam mengidentifikasi konteks atau isu

strategis yang muncul dari pengumpulan data sebelumnya.

Ketiga, penafsiran atau interpretasi keseluruhan data yang telah disajikan.

Setelah penyajian, penulis mengembangkan pemahaman subjektif untuk
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menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Tahap ini penting untuk

memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan penelitian. Keempat,

pengecekan atau verifikasi data secara keseluruhan sebelum menarik kesimpulan.

Langkah terakhir ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi dan

pemahaman yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Verifikasi data sangat penting agar kesimpulan yang diambil mencerminkan

substansi fundamental dari proses dan hasil penelitian yang kompleks dan

komprehensif.

H. Sistematika Pembahasaan

Pembahasan hasil penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab,

dengan sistematika ialah sebagai berikut, Bab I yakni Pendahuluan

mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab II

mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian yakni ulasan mengenai

kondisi umum masyarakat Kabupaten Sragen, perspektif umum pemerintah

Kabupaten Sragen tentang perlindungan anak, dan kasus perlindungan anak di

Kabupaten Sragen. Dalam Bab III penulis menyampaikan implementasi sistem

perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Bab IV berisikan analisa dan

pembahasan terukur sistem perlindungan anak di Kabupaten Sragen melalui sudut

pandang Self Determination Theory (SDT). Bab V berisi penutup/kesimpulan dan

rekomendasi.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Perlindungan Anak (SPA) di Kabupaten Sragen telah menunjukkan

komitmen normatif dan administratif dalam menciptakan lingkungan yang aman

dan ramah anak. Hal ini tercermin dalam peraturan daerah, pembentukan

lembaga-lembaga layanan perlindungan anak dari tingkat desa, kecamatan,

sampai kabupaten, serta berbagai program inisiatif yang dilakukan di tingkat

grassroots. Pada konteks ini kabupaten hingga berpegang pada standar

perlindungan anak universal, terutama yang disebutkan dalam kerangka kerja

UNICEF sebagai lembaga PBB yang melakukan upaya-upaya pendampingan di

Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Sragen.

Namun demikian, sistem perlindungan anak yang dijalankan saat ini masih

pada tahap awal. Jika dilihat dalam fase yang dibuat oleh UNICEF, Kabupaten

Sragen masih dalam tahapan menuju integrasi sistem, belum menuju kematangan

sistem, dengan banyak peraturan dan praktik yang belum sepenuhnya mapan

sebagai kerangka kerja dan masih diupayakan menjadi sistem yang komprehensif

dan terintegrasi.

Ditinjau dari sudut pandang Self-Determination Theory (SDT) yang

penulis gunakan untuk analisis hasil tesis ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa

Sistem Perlindungan Anak (SPA) Kabupaten Sragen belum dirancang secara

khusus dan diimplementasikan sesuai dengan teori SDT yang memenuhi tiga
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kebutuhan psikologis mendasar, yaitu keterhubungan, kompetensi, dan otonomi.

Perlindungan anak masih sering diimplementasikan secara administratif dan

berpusat pada individu, sehingga keberlanjutan dan kualitas layanan sangat

bergantung pada aktor tertentu daripada proses sistem yang kuat. Kondisi ini

belum sepenuhnya membangun hubungan kolaboratif yang setara antar pemangku

kepentingan, belum kuatnya pengembangan keterampilan SDM kelembagaan

yang berkelanjutan, serta belum terlaksananya monitoring dan evaluasi yang

mendukung pelaksanaan perlindungan anak selanjutnya di tingkat desa.

Dampaknya, meskipun program telah diimplementasikan di tingkat desa, aspek

keberlanjutan masih belum terartikulasikan secara memadai, sehingga

pelaksanaannya berpotensi bersifat temporer dan bergantung pada komitmen dari

aktor tertentu.

Selain itu, masih terdapat kelemahan struktural dalam kolaborasi antara

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi terkait layanan perlindungan

anak. Kelemahan ini ditandai dengan kurangnya prosedur koordinasi dan

komunikasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan. Akibatnya, pendekatan

perlindungan anak berfungsi sebagai kumpulan tindakan sektoral yang terlaksana,

namun belum terintegrasi secara maksimal dan belum menjadi sistem yang

komprehensif.

Prosedur Operasi Standar (SOP), peraturan desa, struktur implementasi,

dan mekanisme layanan untuk deteksi dini dan pencegahan merupakan contoh

bagaimana praktik baik telah diterapkan di tingkat masyarakat, terutama di desa-

desa. Meskipun masih bersifat pelengkap, keterlibatan masyarakat belum
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sepenuhnya diposisikan sebagai komponen fundamental dari sistem perlindungan

anak. Dilihat dari sudut pandang SDT, situasi ini menunjukkan bahwa

keterhubungan antara kabupaten, kecamatan, dan masyarakat di desa, serta anak-

anak di tingkat desa, belum terbentuk secara kokoh sebagai hubungan yang

dipercaya keberlanjutannya (sustainability) dan saling memperkuat kerja-kerja

perlindungan anak.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Sragen telah

memiliki pondasi awal dalam pengembangan SPA dan mendapatkan penghargaan

Kabupaten Layak Anak Utama, sistem perlindungan anak yang terlaksana belum

sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak secara

sistemik, partisipatif, dan berkelanjutan sebagaimana ditekankan dalam

pendekatan berbasis hak anak dan Self-Determination Theory.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan

beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, dari sisi norma, penguatan kebijakan dan tata kelola sistem

perlindungan anak perlu diperjelas. Pemerintah Kabupaten Sragen perlu

menyusun atau memperkuat kebijakan SPA menjadi kebijakan yang bersifat

komprehensif dan terintegrasi, sehingga upaya yang dilakukan tidak terlihat hanya

berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan sistem, seperti

mekanisme koordinasi serta akuntabilitas lintas sektor OPD dan masyarakat.

Kebijakan ini sangat penting untuk memastikan sistem berjalan dan keberlanjutan
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sistem dapat direncanakan secara jelas, terlepas dari dinamika pergantian aktor

atau pejabat.

Kedua, perlu menggunakan kajian teori dalam monitoring dan evaluasi,

misalnya dengan menerapkan prinsip Self-Determination Theory dalam

implementasi SPA, serta pentingnya refleksi bersama dengan mengukur

kemampuan diri apakah sistem sudah dijalankan atau masih dalam proses

pengembangan. Pendekatan SDT sebagai alat analisis dapat dijadikan kerangka

reflektif dalam merancang kebijakan dan praktik perlindungan anak, dengan

membuka ruang partisipasi yang lebih otonom bagi anak dan masyarakat, tidak

hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai subjek dalam sistem perlindungan anak.

Selain itu, perlu meningkatkan kompetensi SDM terkait kelembagaan melalui

penguatan kapasitas lembaga layanan dan pembelajaran bersama, serta

membangun relasi kolaboratif yang berkelanjutan antar OPD, lembaga layanan,

masyarakat, dan anak.

Ketiga, dari sisi proses, dibutuhkan penguatan mekanisme koordinasi dan

komunikasi lintas sektor, sehingga pembentukan mekanisme koordinasi yang

formal, jelas, dan implementatif dapat dilakukan dengan lebih mudah, termasuk

pembagian peran, alur rujukan yang semestinya dijalankan, serta sistem

komunikasi yang efektif antar OPD dan lembaga layanan perlindungan anak agar

SPA dapat berfungsi sebagai satu sistem yang utuh dan dapat dipantau secara

keseluruhan.

Keempat, pelibatan masyarakat dan desa sebagai aktor utama SPA perlu

diperkuat. Praktik baik yang dilakukan oleh para aktor di tingkat desa perlu
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diperluas, dilembagakan, dan dipastikan keberlanjutannya sebagai bagian dari

sistem perlindungan anak kabupaten. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai

pelaksana kebijakan yang menjalankan norma yang dibentuk, tetapi sebagai

subjek yang memiliki kapasitas yang harus terus dibangun dan dikuatkan,

otonomi yang perlu diimplementasikan, serta tanggung jawab kolektif dalam

menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Kelima, partisipasi anak secara bermakna harus diperkuat, terutama anak

di tingkat desa yang memiliki tantangan cukup kompleks. Partisipasi anak di

tingkat desa perlu dipahami tidak sekadar sebagai formalitas, melainkan sebagai

proses yang mendukung pemenuhan kebutuhan otonomi, kompetensi, dan

keterhubungan anak. Anak-anak mampu menjadi bagian dari fungsi kontrol di

masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan. Hal ini penting dilakukan untuk

memastikan sekaligus menegaskan bahwa kebijakan dan layanan perlindungan

anak benar-benar responsif terhadap pengalaman dan kebutuhan anak.

Keenam, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, penelitian lanjutan

disarankan untuk mengeksplorasi subsistem lainnya secara lebih mendalam

dengan menggunakan dinamika self-determination pada level pemerintah,

komunitas, dan anak, serta mengkaji praktik SPA di kabupaten/kota lain sebagai

pembanding guna memperkaya pengembangan model SPA berbasis SDT dalam

konteks lokal Indonesia.
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